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PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2002
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGEAT I KUDUS NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG

BR A ANrsaw s almmasi

PAJAK PENERANGAN JALAN

fenimhang © a hahwa dengan herlakunva Peratiiran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
teiitang Pajak Dacrali, inaka besaiiva Pajak Pencrangan Jalan untuk
Industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat I Kudus Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pajak Penerangan Jalan
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sudah tidak sesuvai lag: dan perlu diadakan perubahan ;

D. bahwa schubungan dengan maksud terschut di atas, periu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
dacrah Kabupatcn dalam lingkungan Diopinsi Jawa Tongah |
2. Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209}
3 Undang-nndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tatacara Peipajakain (Leinbarain Negara Tahun 1983 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) .

4. Undang-undang Nomeor 17 lahun 1997 tentang Badan Penvelesaian
Sengketa Paiak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomer 40, Tambahan

e~ Al

Lembaran Negara Nomor 3684)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 ientang Pajak Dacian dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lombaran Negara Nomor 3685), scbagaimana diubah dengan Undang-
undang Nomor 34 'I'ahun 2000 (Lembaran Negara 'fahun 2000 Nomor
246, Tambahan [ embaran Negara Nomor 4848} ;
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6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tontang Penagihan Pajak
Mun Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
I'ambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Nogara Nomor 3839) ;

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pomorintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi scbagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138) ; '

12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-
undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan

Presiden ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Liugkungan Pemerintah Daerah ;

14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 - PW.07.03 Tahun 1984
tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tatacara Pemungutan Pajak Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang
Kreiteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan
Tatacara Pembukuan ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang
Tatacara Pemeriksaan di Bidang Pajak ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan
Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan

Pendapatan Lain-lain ;
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20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;

21. Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat 1T Kudus Nomor 10 Tahun
1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Dacrah Kabupaten
Daerah Tingkat [T Kudus Tahun 1988 Nomor 4);

Kudus Nomor 7 Tahun

22, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
e Daerah Kabupaten

1999 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
Daerah TingKat II Kudus Tahun 1999 Nomor 19);

Memperhatikan :  Keputusan Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah Kabupaten Kudus tanggal 8
Tui 2002 Nomor 172/28/2002 tentang Persetujuan atas Rancangan
Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Kudus Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Pajak Pencrangan Jalan uniuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG
PFRUTRAHAN ATAS PERATURAN DAFRAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT I KUDUS NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN.

Pasal 1

Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1999
feniang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkai I Kudus Tahun 1999 Nomor 19), diubah sebagai berikut :

1. Mcngubah scmua kalimat scbagai berikut :
a. Kalimat “Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus” diubah menjadi
“Kabupaten Kudus” ;
b. Kalimat “Pemerintah Daerah” diubah menjadi “Pemerintah
Kabupaten” ;
¢. Kaiimat “Kepaia Daerah” diubah menjadi “Bupati”.

2. Keientuan Pasal 1 huruf d, diubah sebagai berikut :

d. Instansi vang ditunjuk adalah Badan/Dinas/Kantor/Bagian di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang ditunjuk oleh Bupati
dan diserahi tugas oleh Bupati sebagai pelaksana Peraturan Dacrah
ni ;

3. Ketentuan Pasal 1 huruf ¢, dihapus dan huruf-huruf selanjutnya

menyesuaikan.

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b diubah scbagai berikut :
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b. dalam hal (enags listik dari bul
bavaran, Nilai Jual Tenaga 1.istri
yang terscdia dan cnergi yang digunaka
vang berlaku di wilayah Dacrah

5. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan | (satu) ayaL -

bertkut :

(4) Khususnya untuk kegiatan 1N
sebagaimana dimaksud a
besarnya tagihan

persen) dari
listrik.

6. Ketentuan Pasal 6 huruf b, diubah 8

b. Penggunaan fenaga listrik yang berasal d
jul persen) ;

sobesar 10 %o (sepu

7. Kctentuan Pasal 36,

Pelaksanaan dan penga
Instansi yang ditunjuk.

Peraturan Daerah ini mulai be

Agar setiap OF
Peraturan Daera
Kabupaten Kudus.

-

{
|

y
|

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 9 Juli 2002
SEKRETARIS DAER{%H KABUPATEN KUDUS,
| //‘/ ’
AN /’L 3

1IERU SUDJATMOKO

wagan atas ketentuan Peraturan

ang dapat mengetahuinya,
h ini dengan penempata

(idok dipung,ul

pLN dongan )
e rkan kapnmtgn

Kk dihitung he
kan scrta

at, yakni ayat (4), *

jnal Tenaga I istrik
 sebesar 30 0% (tiga pulub
Kkaian Jigtrik/rekening

ebagai berikut
ari PLN untuk industri,

diubah scbaga berikut :

pasal 36
Daerah ini adalah

Pasal 1I

rlaku pada tanggal diundangkan.

memerintahkan pengundangan
nnya dalam Lembaran Daerah

Disahkan di Kudus
pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI KUDUS,

vty

MUHAMMAD AMIN ADJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 2L
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PENIELAS AN

ATAS
PERATUR AN 1o
\IR:\\]N DAERAY KABUPATEN KUDUS
NOMOR STAHTUIN 20m

TENTANG

PERUBAHAN a7« e v
Tﬁf{j‘ﬁr ! AS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TSR ATEKUDUS NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG

vaseas

PAJAK PENERANGAN JALAN

aan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
a memberikan pelvang bagi industri untuk  dapat ichih
Penerangan Inlan untuk Industri sebagaimana diatur dalam

= .

Peraiuran Daerah bl o T i T K \ 7T i ‘ j
aturan Daeran Kabupaien Daerah Tingkai Il Kudus Nomor 7 Tahun 1599 ieniang Pajak

Penerangan Jalan nertu diadakan nerubahan,

Dai i
~aiam rangka pelaksan

tentang Pajak Daeralh, serta onp
berkembang maka hesarnva Paiak

Bahwa schubungan dengan hal tersebut, maka perly mengubah Peraturan Dacrah
Kabunaten Dasrah Tinchont T1 17 [ 000 1. Pai
nacupaten Daerah Tingkat IT Kudus Nomor 7 Tshun 1000 tentang Pajak Penerangan Jalan

i .lllET(\ SULGD

denean Peraturan Daerah.

Pasal 1 ¢ Cukup jelas.
Pasal Il . Cukup jelas.

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.17
10:12:50 +07'00"
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